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Fatmawati Parenrengi, (B11113556), dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 
Nomor  96/Pid.B/2014/PN Wtp)”. Dibimbing oleh Syamsuddin 
Muchtar selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku Pembimbing II. 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
penerapan hukum pidana materiill terhadap tindak pidana Pembunuhan 
Berencana (Studi Putusan Nomor  96/Pid.B/2014/PN Wtp),serta 
mengetahui dan memahami pertimbangan hukum (ratio decidendi) 
majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor  
96/Pid.B/2014/PN Wtp. 
 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Watampone, dan di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jenis data yang 
digunakan adalah primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara dan menelaah bahan-bahan pustaka melalui studi 
kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. 
 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana 
materiil pada perkara No 96/Pid.B/2014/PN-Wtp terdapat sebuah 
kesalahan pada Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Pasal 340 
(dakwaan Primair) telah terbukti menurut hukum, akan tetapi yang 
seharusnya dinyatakan terbukti oleh majelis hakim adalah Pasal 338 
KUHPIdana (dakwaan subsidair) sebagaimana yang dituntutkan oleh 
Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya Pasal 354 ayat (2) 
KUHPIdana (dakwaan lebih subsidair). Adapun penerapan hukum 
pidana formil pada perkara No 96/Pid.B/2014/PN-Wtp terdapat pula 
kesalahan yakni Para penegak hukum sebelum pemeriksaan di 
Pengadilan melupakan hak asasi terdakwa untuk didampingi oleh 
Penasihat Hukum sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP 
yang dikuatkan dengan doktrin Miranda principle. Selanjutnya, dalam 
pertimbangan hukum hakim, hakim keliru dalam menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHPidana. Selain itu, Hakim 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah sebuah Negara Hukum, hal ini telah 
dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai 
sebuah Negara Hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebgai 
sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya, sebagaimana 
dijabarkan oleh Hans Kelsen bahwa Ketertiban negara adalah 
personifikasi dari ketertiban hukum.1 Oleh karena negara hadir untuk 
mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah 
sejogjanya pula hukum hadir untuk mewujudkan kesejahteraan dan 
kedamaian sosial pula. Kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri harus 
dimaknai sebagai tidak ada gangguan terhadap ketertiban dan juga tak 
ada kekangan terhadap kebebasan (artinya, ada ketenteraman dan 
ketenangan pribadi).2 
Hukum Pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang 
juga menghendaki perwujudan atas hal tersebut, karena eksistensi hukum 
pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam 
mewujudkan ketertiban. Hal ini diamini pada sebuah paradigma bahwa 
hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara 
ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban 
                                                 
1 Samidjo, Ilmu Negara, Bandung: C.V. Armico, 1986, hlm. 363. 
2 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan, Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan 
Tata Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 19. 
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masyarakat.3 Akan tetapi, dalam kehidupan dapat dipastikan bahwa akan 
selalu saja ditemukan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi dan 
memberi pengaruh dan menyebabkan terganggunya keamanan dan 
ketertiban dalam masyarakat. 
Kejahatan sebenarnya bukanlah hal yang tabu dalam kehidupan 
masyarakat. Bahkan, sebelum adanya sebuah entitas yang disebut 
negara, hal tersebut sudah sering terjadi. meskipun pada dasarnya, 
keadaan alamiah manusia yang seharusnya mengajarkan agar manusia 
tidak boleh mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik dari 
sesamanya.4 Akan tetapi, gejolak-gejolak sosial yang terjadi yang 
membuat manusia bisa menjadi tidak seperti layaknya manusia dan 
membuat keadaan alamiah itu menjadi nihil adanya, juga dapat terjadi 
dalam masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada sebuah pemikiran 
bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo homini 
lupus bellum omnium contra omnes), dimana manusia menjadi serigala 
bagi yang lainnya dan terjadi peperangan antara semua lawan semua.5 
Sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan 
kesalah-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang 
merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum. 
Salah satu perilaku menyimpang masyarakat yang sering terjadi di 
lapangan ialah pembunuhan yang sangat marak terjadi dengan berbagai 
                                                 
3 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 
2014, hlm. 4. 
4 Samidjo, Op.Cit., hlm. 89. 




alasan/motif. Delik pembunuhan itu sendiri merupakan delik yang 
dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Delik 
pembunuhan jelas merupakan salah satu delik yang bertentangan dengan 
keadaan alamiah manusia, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas, 
bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya.   
Berikutnya, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib atas 
terjadinya sebuah pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma 
hukum yang terjadi, maka tentu diperlukan sebuah kekuasaan yang 
merdeka/independen untuk memberi sanksi kepada para pelaku 
kejahatan. Kekusaan tersebut, dalam kehidupan bernegara disebut 
dengan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan BAB IX tentang Kekuasaan 
Kehakiman tepatnya pada Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 
dinyatakan secara tegas bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan 
Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan”. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa beroperasinya kekuasaan kehakiman tentu diperlukan 
penyelenggara peradilan. Penyelenggara peradilan tersebut itulah yang 
disebut dengan hakim.  
Hakim sendiri dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidaklah 
hanya menjadi terompet undang-undang, melainkan haruslah menjadi 
terompet semangat undang-undang (la bouche de l’sprit de la loi).6 Oleh 
sebab itu, dalam menegakkan hukum, hakim tidak hanya sekedar 
                                                 
6 Ny. Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam 
Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam 
Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 16. 
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menegakkan teks-teks tertulis yang dibukukan dalam undang-undang 
belaka, melainkan harus mempertimbangkan dengan cermat dan 
mendalam mengenai kasus yang dilakukan oleh orang yang di dakwa, 
misalnya sebab-sebab terjadinya kejahatan, peran korban dalam 
terjadinya kejahatan, nilai-nilai masyarakat lokal, pemenuhan hak-hak 
terdakwas, dan seterusnya. Hal itu tentu perlu untuk dipertimbangkan oleh 
hakim, agar dalam menjatuhkan putusan, hakim tetap bersandar pada 
esensi hukum dan keadilan yang sebenarnya. 
Pada penegakan hukum pidana, dalam rangka mewujudkan hukum 
pidana yang berkeadilan, maka sudah seharusnya dan sejogjanya 
penjatuhan hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana 
pembunuhan berencana haruslah proporsional sesuai dan setimpal 
dengan perbuatan terdakwa (misalnya : tentu berbeda antara yang 
membunuh atas dasar iri hati, dengan apabila ada tindakan profokatif dari 
korban sebelum pembunuhan dilakukan oleh pelaku). Penjatuhan 
hukuman tersebut harus proporsional karena yang dimaksud dengan 
keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk 
memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (iustitia 
est constans es perpetua voluntas ius suum cique tribuendi – Ulpianus).7  
Dari konsep tersebut, jika di dudukan kepadanya penerapan hukum 
pada Putusan Nomor  96/Pid.B/2014/PN Wtp atas nama terdakwa HAJI 
A. SUDIRMAN bin A. MUSA, yang di dakwa dengan dakwaan yang 
                                                 
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 163. 
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disusun secara Subsidaritas, Primair Pasal 340 KUHPidana, Subsidair, 
Pasal 338 KUHPidana dan Lebih Subsidair, Pasal 354 ayat (2) 
KUHPidana. Di Pengadilan Negeri Watampone, majelis hakim 
mengkonstruksi sebuah fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa korban 
ketika telah di tikam pada bagian dada, korban masih bergerak dan 
hendak memberi perlawanan sehingga selanjutnya terdakwa menebaskan 
badiknya kearah korban secara berulang kali pada bagian leher, wajah 
dan badannya. Berdasarkan fakta itu, Jaksa Penuntut Umum pada 
persidangan tersebut menuntut bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 
338 (Pembunuhan), sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya, 
memutus terdakwa bersalah melanggar Pasal 340 KUHPIdana 
(Pembunuhan Berencana), padahal sekilas jika kita mengamati fakta 
hukum tersebut, maka sebenarnya ketika penikaman itu dilakukan untuk 
pertama kali, korban belum kehilangan nyawa, melainkan nanti setelah 
dianiaya berkali-kali barulah korban kehilangan nyawa. Kekhawatiran 
terbesar penulis sekaligus menjadi hipotesis penulis dari fakta hukum 
tersebut adalah jangan sampai justru yang seharusnya terbukti dilanggar 
oleh terdakwa adalah Penganiayaan Berat yang mengakibatkan kematian 
(melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHPidana). 
Dari pemetaan masalah tersebut, maka perlu diadakan pengkajian-
pengkajian yang mendalam terhadap putusan tersebut yang ternyata 
menuai masalah dalam tatanan penegakan hukum, terkhusus hukum 
pidana materiil. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diuraikan diatas, 
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maka selanjutnya Penulis menguraikannya ke dalam sebuah judul yaitu 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 
(Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2014/PN Wtp).”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang dituangkan oleh penulis untuk 
menganalisis masalah ini ialah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor  
96/Pid.B/2014/PN Wtp) ? 
2. Bagaimanakah relevansi pertimbangan hukum (ratio decidendi) 
majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor  
96/Pid.B/2014/PN Wtp ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian terhadap 
tulisan ilmiah ini ialah sebagai berikut : 
1. Mengetahui dan Memahami penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan 
Nomor  96/Pid.B/2014/PN Wtp). 
2. Mengetahui dan memahami ketepatan pertimbangan hukum (ratio 
decidendi) majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan 




D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui tulisan ini ialah 
sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu 
hukum secara umum, serta hukum pidana secara khusus berkaitan 
dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tindak 
pidana pembunuhan berencana. 
2. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman atau referensi dalam 

























A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah 
strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa 
pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.8 
Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaarfeit, kadang-
kadang juga delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Hukum pidana 
Negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk 
maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber dari 
WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit.9 
Perlu kita ketahui terlebih dahulu apakah arti strafbaarfeit itu. 
Strafbaarfeit terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-
masing memiliki arti:10 
- Straf diartikan sebagai pidana dan hukum; 
- Baar diartikan sebagai dapat dan boleh; 
                                                 
8  Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan 
Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: 
Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012, hlm. 18. 
9  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 
86. 
10  Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 19. 
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- Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Mengenai apa yang diartikan dengan strafbaarfeit, para sarjana 
Barat pun memberikan pengertian yang antara lain sebagai berikut: 
a. Simons 
Simons dalam buku karangan Lamintang, merumuskan strafbaarfeit 
adalah:11 
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
 
Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya strafbaarfeit itu harus 
dirumuskan seperti di atas adalah karena:12 
- Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu 
 harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 
 diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap 
 larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai 
 suatu tindakan yang dapat dihukum; 
- Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut 
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan 
di dalam undang-undang; dan 
                                                 
11  Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984, 
hlm. 176. 
12  Ibid. 
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- Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya 
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
suatu “onrechtmatigehandeling”. 
b. Van Hamel 
Van Hamel merumuskan strafbaarfeit sebagai berikut:13 
Eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, 
strafwaarding en aan schuld te wijten (kelakuan manusia yang 
dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut 
dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 
 
c. Vos 
Vos merumuskan strafbaarfeit sebagai “suatu kelakuan manusia 
yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu 
kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan 
pidana.” 14 
d. Pompe 
Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe, sebagai:15  
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
 
                                                 
13  Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 88. 
14  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-
Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002, hlm. 72. 
15  Lamintang, Op.cit, hlm. 173. 
11 
 
Jika melihat pengertian-pengertian di atas maka disitu dalam 
pokoknya ternyata:16 
1. Bahwa feit dalam strafbaarfeit berarti handeling, kelakuan atau 
tingkah laku; 
2. Bahwa pengertian strafbaarfeit dihubungkan dengan kesalahan 
orang yang mengadakan kelakuan tadi. 
 
Namun, timbul masalah dalam menerjemahkan istilah strafbaarfeit 
itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai 
istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan 
strafbaarfeit itu. Utrecht, menyalin istilah strafbaarfeit menjadi peristiwa 
pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah feit secara harfiah 
menjadi “peristiwa”.17 
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu 
adalah pengertian yang konkret yang hanya menunujuk kepada suatu 
kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang. Peristiwa ini saja tidak 
mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi 
melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya 
orang itu karena keadaan alam, entah karena penyakit, entah karena 
sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, 
maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga 
tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila 
                                                 
16  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 61. 
17  Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 86. 
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matinya ada hubungan dengan kelakukan orang lain, disitulah peristiwa 
tadi menjadi penting bagi hukum pidana.18 
A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, 
karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang 
tepat, karena dua kata benda yang bersambungan yaitu “perbuatan” dan 
“pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, 
meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya 
rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman yaitu “Tat” 
(perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk 
menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin 
menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang 
umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa Latin delictum).19 
Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak 
pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, 
sering dipakai dalam perundang-undangan. Mesikpun kata “tindak” lebih 
pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang 
abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, 
sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak 
adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, 
hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan 
belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena “tindak” sebagai 
kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang 
                                                 
18  Moeljatno, Op.cit, hlm. 60. 
19  Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 87. 
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menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasanya sendiri, 
maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata 
“perbuatan”. Contoh: Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang 
Pemilihan Umum (Pasal 127, 129, dan lain-lain).20 
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah “suatu perbuatan 
atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang (pidana).” 21 
Hazewinkel–Suringa merumuskan strafbaarfeit sebagai:22 
“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak 
di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
di dalamnya”. 
 
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana). 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat 
yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam 
                                                 
20  Moeljatno, Op.cit., hlm. 60. 
21  Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 72. 
22  Lamintang, Op.cit, hlm. 172. 
14 
 
alam lahir (dunia).23 Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk 
mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan 
dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan 
tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau 
sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari 
perbuatan lain yang tidak dilarang.  
Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke 
dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah 
disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang 
telah melakukan sesuatu yang terlarang oleh undang-undang. Menurut 
ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan 
een doen (melakukan sesuatu) atau een niet doen (tidak melakukan 
sesuatu). Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana itu 
pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada 
dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur 
subyektif dan unsur-unsur obyektif. 
Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 
menguraikan mengenai unsur subyektif dan unsur obyektif dari suatu 
tindak pidana sebagai berikut, yaitu yang dimaksud dengan unsur 
subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku dan yang termasuk ke dalamnya 
                                                 
23  Moeljatno, Op.cit., hlm. 64. 
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yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-
unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:24 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut pasal 340 KUHPidana; 
5. Perasaan takut atau vres seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana. 
Sedang yang dimaksud unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:25 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
                                                 
24  Lamintang, Op.cit., hlm. 184. 
25  Ibid, hlm. 184. 
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suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 
398 KUHPidana; 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Perlu kita ingat bahwa unsur wederrechtelijk itu selalu harus 
dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun 
unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan 
secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. 
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subyektif dan unsur 
obyektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, 
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa 
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai 
berikut:26 
a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 
III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat 
                                                 
26  Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 28. 
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diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan 
ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara 
kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-
delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan 
bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya 
membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat 
Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran 
sebagai berikut : 
- Pasal 5 KUHPidana hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan 
yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang 
Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang 
digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka 
dipandang tidak perlu dituntut. 
- Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
- Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 
umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil 
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan 
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itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan 
tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan 
sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-
mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 
untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya 
perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana 
materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. 
Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 
itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga 
untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada 
sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi 
sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang 
tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan 
dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika 
dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat 
hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan 
pembunuhan. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
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unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak 
pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan 
dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif 
orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik 
dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun 
secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan 
dalam KUHPidana adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana 
pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak 
pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah 
tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 
yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah 
berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif tidak 
murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak 
pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat 
aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat 
terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau 
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. 
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e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya 
dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga 
dengan aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana 
itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak 
pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan 
voordurende dellicten. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai 
tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum 
adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana 
sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). 
Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana 
yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana. Dalam hal ini 
sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal 
dnegan istilah delik-delik di dalam KUHPidana dan delik-delik di 
luar KUHPidana. 
g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
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semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak 
pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan 
tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, 
misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda 
(pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya. 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntuan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan 
tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini 
adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan 
terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari 
yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana 
yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu 
adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, 
yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau 
keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi 
kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak 
pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
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Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi: 
- Dalam bentuk pokok disebut juga bemtuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
- Dalam bentuk yang diperberat; dan 
- Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, 
sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, 
tidak mengulang kembali unsur-unsur betuk pokok itu, melainkan 
sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor 
peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap 
bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih 
berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana 
bab per bab dalam KUHPidana didasarkan pada kepentingan 
hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang 
dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II 
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KUHPidana. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap 
keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap 
keamanan negara (Bab I KUHPidana), untuk melindungi 
kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa 
umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII 
KUHPidana), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak 
kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian 
(Bab XXII KUHPidana), Penggelapan (Bab XXIV KUHPidana), 
Pemerasan dan Pengancaman (Bab  XXIII KUHPidana) dan 
seterusnya. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak 
pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. 
Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai 
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat 
dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. 
 
4. Pertanggungjawaban Pidana 
Pepatah mengatakan: “Tangan menjinjing, bahu memikul”, artinya 
seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau 
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kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang 
dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika makna pepatah 
tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana, 
pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan-ketentuan dalam 
undang-undang. 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah 
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 
Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau 
dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang ia 
lakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu 
bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari 
petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan 
tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan 
tersebut.27 
Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang 
meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan 
pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan 
                                                 
27  E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 
Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 250. 
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tertuduh atau tiada alasan pemaaf.28 Dari uraian di atas dapat diketahui 
unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah : 
 Mampu bertanggungjawab 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi 
unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. 
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas 
tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat 
melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum 
atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. 
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya 
seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat 
dipertanggungjawab-pidanakan.29 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi 
menguraikan unsur-unsur seseorang dikatakan mampu 
bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), sebagai berikut:30 
a. Keadaan jiwanya: 
- tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair); 
- tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya); dan 
                                                 
28  Ibid. 
29  Ibid, hlm 249. 
30  Ibid. 
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- tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 
nyidam dan lain sebagainya. dengan perkataan lain dia 
dalam keadaan sadar. 
b. Kemampuan jiwanya: 
- dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
- dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
- dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada 
keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens) dari 
seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam 
Pasal 44 KUHPidana adalah verstandelijke vermogens. Untuk 
terjemahan dari verstandelijke vermogens sengaja digunakan istilah 
“keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.31 
Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” 
dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 
tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 
pidana (crime) yang terjadi atau tidak.32 Petindak disini adalah 
orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina 
                                                 
31  Ibid, hlm 249-250. 
32  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana, Jakarta: 
Aksara Baru, 1981, hlm. 45. 
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dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika 
tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari 
pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.  
 
 Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan 
atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan 
mampu bertanggungjawab. 
Di dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan 
kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak 
pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu 
memuat 4 (empat) unsur yaitu:33 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, 
yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau 
tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut 
ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari: 
                                                 
33  Moeljatno, Op.Cit., hlm. 164. 
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1. Kesengajaan (opzet) 
2. Kealpaan (culpa) 
 
 Tidak ada alasan pemaaf 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi 
hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui 
ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan 
dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan 
(akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu 
adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan 
sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian 
penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. 
Ruslan Saleh mengatakan bahwa:34 
“Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan 
bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, 
tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, 
adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld).” 
 
Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah 
ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya 
tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan 
atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan 
hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 
                                                 
34 Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 87. 
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melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari 
sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang 
mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan 
atas perbuatannya.35 
 
B. Tindak Pidana Pembunuhan  
1. Tindak Pidana Pembunuhan  
Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang 
apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang 
menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa 
(jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa 
orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseoarang pelaku 
harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat 
dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari 
pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain 
tersebut.36 
Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya 
suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya 




                                                 
35  Ibid, hlm. 73 
36 P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, 
dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 1. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan  
Mengenai delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang 
bunyinya antara lain sebagai berikut : 
“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan 
hukuman penjara selama-lamnya lima belas tahun”. 
 
Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-
unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai 
berikut :  
a) Unsur subyektif, dengan sengaja.  
Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi 
harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, 
mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan 
sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, 
sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh 
si pelaku.  
Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa 
secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, 
yakni :37  
1. Sengaja sebagai niat;  
2. Sengaja insaf akan kepastian;  
3. Sengaja insaf akan kemungkinan.  
                                                 
37 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 
2007, hlm 262 
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Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat 
dimaknai sebagai, yaitu:38  
Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus 
menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud 
atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, 
timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan 
sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat 
dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja 
berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk 
menghilangkan jiwa seseorang.   
 
Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, 
sebagai berikut :39 
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan 
perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan 
menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, 
bahwa akibat itu mengikuti perbauatan itu. 
  
Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan 
kemungkinan, sebagai berikut :40  
Pelaku yang bersangkuatan pada waktu melakukan 
perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang 
oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan 
timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia 
kehendaki.  
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur 
kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya yang artinya pelaku 
                                                 
38 Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung, Cipta Adya 
Bakti, 1994, hlm 89. 
39 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, 
Aditama, 2003, hlm 63. 
40 Leden Marpaung, Op.Cit, hlm 18. 
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mengetahui dan menghendaki hialngnya nyawa seseorang dari 
perbuatannya.  
 
b) Unsur Obyektif:  
- Perbuatan menghilangkan nyawa;  
Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan bahwa 
kejahatan pembunuhan itu telah menunjukan akibat yang terlarang 
atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum 
minimbulakan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru 
merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan 
belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna 
sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.  Dalam perbuatan 
menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus 
dipenuhi, yaitu :41  
- Adanya wujud perbuatan.  
- Adanya suatu kematian (orang lain)  
- Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara 
perbuatan dan akibat kematian (orang lain). 
Berikutnya, menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahawa :42  
Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada 
perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat 
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan 
                                                 
41 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: P.T.Raja 
Grafindo, 2010, hlm 57. 
42 Wahyu Adnan, Kejahatan Tehadap Tubuh dan Nyawa, Bandung: Gunung 
Aksara, 2007, hlm 45. 
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tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat 
timbul kemudian. 
 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.  
Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-
kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana 
dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk 
undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai 
kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan 
memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan 
tehadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut :43 
a) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang 
lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana 
pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat 
perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang 
tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama 
doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang 
lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut 
moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord 
di atur dalam Pasal 340 KUHP. 
b) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang 
anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang 
kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang 
                                                 
43 Ibid, hlm 11-13. 
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selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan 
menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan 
oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu 
yang telah diberi nama kinderdoodslag dengan kesengajaan 
menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan 
ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah 
disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu 
oleh pembentuk undang-undang disebut kinderDoodslag 
dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang 
disebut kemudian adalah kindmoord diatur dalam Pasal 342 
KUHP 
c) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas 
permintaan yang bersifat tegas dan bersunguh-sungguh dari 
orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 
KUHP.  
d) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain 
melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan 
bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 
KUHP. 
e) Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan 
seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam 
kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu 
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yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata 
afdrijving.   
 
4. Pembunuhan Berencana  
Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan 
pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman 
pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur 
dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:  
Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan 
dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.  
 
Dari rumusan Pasal 340 KUHPidana tersebut, disusun oleh unsur-
unsur :  
- Unsur Subyektif, yakni unsur Dengan sengaja; dan Dengan 
rencana terlebih dahulu; dan 
- Unsur Objektif, yakni unsur Perbuatan  Menghilangkan nyawa 
orang lain. 
 
C. Pertimbangan Yang Memberatkan dan Meringankan Dalam 
Menjatuhkan Pidana Oleh Hakim 
Dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana, majelis hakim tidak 
hanya sekedar melihat pada fakta dan dasar yuridis semata. Hakim di 
dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang 
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mempengaruhinya, yaitu hal-hal yang bisa dipakai sebagai pertimbangan 
untuk menjatuhkan berat-ringannya pemidanaan, ialah hal-hal yang 
memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan baik yang terdapat 
di dalam maupun di luar Undang-undang. Menurut Sri Rahayu Sundari, 
ada banyak hal yang mempengaruhi pemidanaan yang terdapat di dalam 
undang-undang yaitu:44  
1. Hal-hal yang memberatkan 
Hal-hal yang memberatkan pemidanaan diantaranya berupa, yaitu: 
a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHPidana) 
Djoko Prakoso menjelaskan yang dimaksud dengan pejabat adalah 
sebagai berikut :45 
“Pejabat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa umum 
yang berwenang dalam jabatan umum untuk melaksanakan 
sebagian tugas negara atau alat-alat perlengkapan.” 
 
Menurut dalam ketentuan Pasal 52 KUHPidana apabila 
seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu 
kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak 
pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau saran yang diberikan 
padanya karena jabatannya pidananya ditambah 1/3-nya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka kiranya cukup dijadikan alasan 
untuk memberatkan pemidanaan, yaitu karena melanggar 
kewajibannya yang diberikan oleh negara kepadanya untuk kebutuhan 
diri sendiri.  
                                                 
44  Djoko Prakoso, Hukum Penitensier Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 
186. 
45  Ibid. 
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b. Pengulangan tindak pidana (Recidive) 
Pengulangan tindak pidana (recidive) adalah merupakan 
alasan pemberat pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, 
melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal 
tertentu saja dari KUHPidana, yaitu Pasal 486, 487, dan 488 yang 
menurut beberapa macam kejahatan yang apabila dalam waktu 
tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat dikenakan pidana yang 
diperberat sampai 1/3-nya pidana dari pidana yang diancamkan atas 
masing-masing tindak pidana itu. 
Barangsiapa yang pernah melakukan tindak pidana dan 
dikenakan pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui 
melakukan tindak pidana lagi, dapat dikatakan mempunyai watak 
yang buruk. Oleh karena itu undang-undang memberikan kelonggaran 
kepada hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat. 
 
2. Hal-hal yang meringankan 
Hal-hal yang meringankan pemidanaan ada tiga macam, yaitu: 
a. Percobaan (poging) 
Percobaan (poging) diatur dalam Pasal 53 KUHPidana, pasal 
ini tidak memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya 
memberikan suatu batasan bilakah ada percobaan untuk 
melakukan suatu tindak pidana. 
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Percobaan merupakan suatu hal yang meringankan 
pemidanaan karena pembuat undang-undang beranggapan bahwa 
perbuatan percobaan itu tidaklah menimbulkan kerugian sebesar 
apabila kejahatan itu dilakukan sampai selesai.\ 
b. Pembantuan (medeplichtige) 
Pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHPidana yang berisi 
ketentuan dipidana sebagai pembantu melakukan suatu kejahatan 
terhadap barangsiapa: 
- Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan; 
- Yang dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi 1/3, 
dan apabila kejahatan itu merupakan kejahatan yang diancam 
dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, hanya 
dikenakan penjara maksimum 15 tahun. Pembantuan merupakan 
salah satu hal yang meringankan pemidanaan, karena pembantuan 
itu sifatnya hanyalah membantu, member sokongan, sedangkan 
inisiatif dalam melakukan tindak pidana dipegang oleh si pembuat. 
c. Belum cukup umur (minderjarig) 
Menurut Pasal 45 KUHPidana ialah bahwa apabila orang yang 
belum cukup umur yaitu belum berumur 16 tahun melakukan suatu 
tindak pidana, maka hakim dapat memutuskan supaya anak itu 
diserahkan kembali kepada orang tuannya, walinya atau 
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pengurusnya dengan tak dikenakan pidana, atau anak tersebut 
diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dengan tak dikenakan 
pidana, atau dikenakan pidana. 
Belum cukup umur (minderjarig) adalah hal yang meringankan 
pemidanaan karena untuk usia yang masih muda belia itu 
kemungkinan sangat besar untuk memperbaiki kelakukannya dan 
diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi 















A. Lokasi Penelitian 
Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi 
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional. 
Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Negeri Watampone untuk memperoleh data-data empirik yang 
dibutuhkan dalam penelitian. Penulis juga mencari data dan informasi 
yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 
dalam kasus ini menggunakan referensi-referensi yang relevan guna 
mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan di Taman Baca 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer  
Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian lapangan dan melalui wawancara 
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langsung dengan pihak terkait tetang permasalahan yang dibahas 
dalam skripsi ini.  
2. Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu data yang berupa sumber-sumber tertentu 
seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya 
yang berhubungan dan dapat menunjang penulisan skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Penelitian Normatif 
dengan pendekatan kasus (case approach). Dalam rangka memperoleh 
data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga 
data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen 
penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara 
(interview) langsung dengan narasumber yaitu  Hakim Pengadilan 





D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer 
maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif, yaitu  dengan menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup 
semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar 
membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 
96/Pid.B/2014/PN-Wtp 
 
1. Identitas Terdakwa 
Nama    :  A. SUDIRMAN bin A. MUSA. 
Tempat Lahir   :  Bone. 
Umur/Tanggal  Lahir  : 33 tahun / 01 Juli 1980. 
Jenis Kelamin  :  Laki-laki.  
Kewarganegaraan  :  Indonesia.   
Tempat Tinggal          : Dusun Lamentung, Desa Maggenrang  
Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.  
Agama   :  Islam.   
Pekerjaan   :  Petani.   
 
2. Posisi Kasus  
 Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 
WITA di Dusun Lamentung Desa Maggenrang Kec. Kahu Kab. Bone, 
terdakwa A. SUDIRMAN bin A. MUSA berjalan dari rumahnya hendak 
menuju kerumah saudaranya yakni Lel. A. RUSTAM bin A. MUSA 
dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah badik terbuat 
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dari besi yang panjang dari ujung gagang sampai ujung badik + 35 cm 
dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat lengkap dengan 
sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang diselipkan pada 
pinggang sebelah kiri terdakwa. Pada saat dalam perjalanan, terdakwa 
melihat Lel. ACONG bin BANTI sedang duduk dibatu yang terletak 
dipinggir jalan sebelah kanan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari 
terdakwa, lalu terdakwa berhenti dan pada saat itu dalam hati terdakwa 
timbul keinginan untuk menanyakan perihal tuduhan korban terhadap 
terdakwa yang dituduh telah merusak tanaman jagung milik korban 
sehingga terdakwa menyeberang jalan dan mendekati korban sambil 
berkata “Engka elo ku akkutanang, engka gare anracungi tanettanetta 
na tau Batukkajoangnge gare tatudu-tudu” (ada yang mau saya 
tanyakan, ada katanya yang meracun tanaman anda dan orang dari 
Batukkajoangnge katanya yang anda tuduh) lalu korban menjawab “Iko 
mettonaha eddi” (kamu memang itu) kemudian korban menyerang 
terdakwa dengan menggunakan sabit yang mengenai dada terdakwa 
yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, sehingga 
terdakwa langsung mencabut badik yang diselipkan dipinggang 
sebelah kiri terdakwa kemudian menikam korban pada dada kiri 
dimana korban memberikan perlawanan sehingga terdakwa 
menebaskan badiknya kearah korban secara berulang kali pada 
bagian leher, wajah dan badannya sampai akhirnya korban jatuh dan 
terlentang ditanah namun terdakwa masih tetap menebaskan badik 
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miliknya kearah korban sambil berkata “Elo mopo” (kamu masih mau) 
sampai akhirnya Lel. A. RUSTAM bin A. MUSA datang dan menarik 
terdakwa kerumah orang tua terdakwa. 
 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana 
pembunuhan dengan Nomor 96/Pid.B/2014/PN-Wtp yang dilakukan oleh 
terdakwa A. Sudirman bin A. Musa, disusun dengan menggunakan jenis 
dakwaan subsidaritas dengan menjadikan Pasal 340 KUHP sebagai 
Dakwaan Primair, Pasal 338 KUHP sebagai Dakwaan Subsidair, dan 
Pasal 354 ayat (2) KUHP sebagai Dakwaan Lebih Subsidair. Tentu oleh 
karena dakwaan yang digunakan adalah jenis dakwaan subsidaritas, 
maka metode pembuktian yang harus dilakukan oleh Penuntut Umum 
adalah dengan membuktikan salah satunya tapi harus secara sistematis 
(mulai dari dakwaan primair, kemudian subsidair, dan seterusnya). 
Adapun isi dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam 
persidangan adalah sebagai berikut : 
 
DAKWAAN ;  ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Primair :  ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Bahwa ia terdakwa A. SUDIRMAN bin A. MUSA pada hari Rabu 
tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau sekira waktu itu, 
atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan januari 2014 atau sekira 
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waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, 
bertempat di Dusun Lamentung Desa Maggenrang Kec. Kahu Kab. Bone 
atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah 
hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja dan dengan 
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Lel. 
ACONG bin BANTI, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut :   ------------------------------------------------------------------------------------------  
- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa A. 
SUDIRMAN bin A. MUSA berjalan dari rumahnya hendak menuju 
kerumah saudaranya yakni Lel. A. RUSTAM bin A. MUSA dengan 
berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah badik terbuat dari 
besi yang panjang dari ujung gagang sampai ujung badik + 35 cm 
dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat lengkap dengan 
sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang diselipkan 
pada pinggang sebelah kiri terdakwa. Pada saat dalam perjalanan, 
terdakwa melihat Lel. ACONG bin BANTI sedang duduk dibatu 
yang terletak dipinggir jalan sebelah kanan yang berjarak sekitar 5 
(lima) meter dari terdakwa, lalu terdakwa berhenti dan pada saat itu 
dalam hati terdakwa timbul keinginan untuk menanyakan perihal 
tuduhan korban terhadap terdakwa yang dituduh telah merusak 
tanaman jagung milik korban sehingga terdakwa menyeberang 
jalan dan mendekati korban sambil berkata “Engka elo ku 
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akkutanang, engka gare anracungi tanettanetta na tau 
Batukkajoangnge gare tatudu-tudu” (ada yang mau saya tanyakan, 
ada katanya yang meracun tanaman anda dan orang dari 
Batukkajoangnge katanya yang anda tuduh) lalu korban menjawab 
“Iko mettonaha eddi” (kamu memang itu) kemudian korban 
menyerang terdakwa dengan menggunakan sabit yang mengenai 
dada terdakwa yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan 
darah, sehingga terdakwa langsung mencabut badik yang 
diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa kemudian menikam 
korban pada dada kiri dimana korban memberikan perlawanan 
sehingga terdakwa menebaskan badiknya kearah korban secara 
berulang kali pada bagian leher, wajah dan badannya sampai 
akhirnya korban jatuh dan terlentang ditanah namun terdakwa 
masih tetap menebaskan badik miliknya kearah korban sambil 
berkata “Elo mopo” (kamu masih mau) sampai akhirnya Lel. A. 
RUSTAM bin A. MUSA datang dan menarik terdakwa kerumah 
orang tua terdakwa. 
- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Lel. ACONG bin 
BANTI meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar terhadap 
korban ditemukan : Tampak luka sayat pada hidung dengan ukuran 
P : 3 cm, L : 0,5 cm, D : 0,1 cm, tepi luka rata, tampak luka sayat 
pada telinga sebelah kanan, tampak luka sayat pada pipi sampai 
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pelipis sebalah kanan dengan ukuran P : 3 cm, L : 0,1 cm, D : 0,1 
cm, tepi luka rata, tampak luka sayat pada kepala sebelah kanan, 
tampak luka sayat pada dahi sebelah kanan, tampak luka sayat 
pada pelipis kiri sampai tengkorak dengan ukuran P:5cm, L:2cm, 
D:2cm, tampak luka sayat pada pelipis kiri dengan ukuran P: cm, 
L:1,5cm, D:1,5cm, luka tidak beraturan, tampak luka sayat pada 
kepala bagian belakang dengan ukuran P:2cm, L:0,5, D:0,5cm, 
tampak luka sayat pada leher sebelah kiri dengan ukuran P:2cm, 
L:3cm, D:3cm, tampak luka tusuk pada pundak sebelah kiri, tampak 
luka sayat pada dagu sampai bibir sebelah kiri dengan ukuran 
P:2cm, L:1cm, D:1cm, tampak luka sayat pada lengan kanan 
dengan ukuran P:5cm, L:1cm, D:1cm, tampak luka lecet pada 
punggung dan jari-jari tangan sebelah kiri (jari manis), dengan 
kesimpulan : korban mengalami luka-luka akibat kekerasan benda 
tajam, sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas 
Kahu Kec. Kahu Nomor : 430. 008/PKM-KH/III/2014 tanggal 04 
Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Verly Hosea 
Nr.PTT.20.1.0053582 ; ---------------------------------------------------------------  
 ------ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 






 ----- Subsidair :  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----- Bahwa ia terdakwa A. SUDIRMAN bin A. MUSA pada hari Rabu 
tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau sekitar waktu itu, 
atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan Januari 2014 atau sekitar 
waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, 
bertempat di Dusun Lamentung Desa Maggenrang kec. Kahu Kab. Bone 
atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah 
hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja merampas nyawa 
orang lain yakni korban Lel. ACONG bin BANTI, yang dilakukan terdakwa 
dengan cara-cara sebagai berikut :   ------------------------------------------------------  
- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa A. 
SUDIRMAN bin A. MUSA berjalan dari rumahnya hendak menuju 
kerumah saudaranya yakni Lel. A. RUSTAM bin A. MUSA dengan 
berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah badik terbuat dari 
besi yang panjang dari ujung gagang sampai ujung badik + 35 cm 
dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat lengkap dengan 
sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang diselipkan 
pada pinggang sebelah kiri terdakwa. Pada saat dalam perjalanan, 
terdakwa melihat Lel. ACONG bin BANTI sedang duduk dibatu 
yang terletak dipinggir jalan sebelah kanan yang berjarak sekitar 5 
(lima) meter dari terdakwa, lalu terdakwa berhenti dan pada saat itu 
dalam hati terdakwa timbul keinginan untuk menanyakan perihal 
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tuduhan korban terhadap terdakwa yang dituduh telah merusak 
tanaman jagung milik korban sehingga terdakwa menyeberang 
jalan dan mendekati korban sambil berkata “Engka elo ku 
akkutanang, engka gare anracungi tanettanetta na tau 
Batukkajoangnge gare tatudu-tudu” (ada yang mau saya tanyakan, 
ada katanya yang meracun tanaman anda dan orang dari 
Batukkajoangnge katanya yang anda tuduh) lalu korbanmenjawab 
“Iko mettonaha eddi” (kamu memang itu) kemudian korban 
menyerang terdakwa dngan menggunakan sabit yang mengenai 
dada terdakwa yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan 
darah, sehingga terdakwa langsung mencabut badik yang 
diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa kemudian menikam 
korban pada dada kiri dimana korban memberikan perlawanan 
sehingga terdakwa menebaskan badiknya kearah korban secara 
berulang kali pada bagian leher, wajah dan badannya sampai 
akhirnya korban jatuh dan terlentang ditanah namun terdakwa 
masih tetap menebaskan badik miliknya kearah korban sambil 
berkata “Elo mopo” (kamu masih mau) sampai akhirnya Lel. A. 
RUSTAM bin A. MUSA datang dan menarik terdakwa kerumah 
orang tua terdakwa; 
- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Lel. ACONG bin 
BANTI meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar terhadap 
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korban ditemukan : Tampak luka sayat pada hidung dengan ukuran 
P : 3 cm, L : 0,5 cm, D : 0,1 cm, tepi luka rata, tampak luka sayat 
pada telinga sebelah kanan, tampak luka sayat pada pipi sampai 
pelipis sebalah kanan dengan ukuran P : 3 cm, L : 0,1 cm, D : 0,1 
cm, tepi luka rata, tampak luka sayat pada kepala sebelah kanan, 
tampak luka sayat pada dahi sebelah kanan, tampak luka sayat 
pada pelipis kiri sampai tengkorak dengan ukuran P:5cm, L:2cm, 
D:2cm, tampak luka sayat pada pelipis kiri dengan ukuran P: cm, 
L:1,5cm, D:1,5cm, luka tidak beraturan, tampak luka sayat pada 
kepala bagian belakang dengan ukuran P:2cm, L:0,5, D:0,5cm, 
tampak luka sayat pada leher sebelahkiri dengan ukuran P:2cm, 
L:3cm, D:3cm, tampak luka tusuk pada pundak  sebelah kiri, 
tampak luka sayat pada dagu sampai bibir sebelah kiri dengna 
ukuran P:2cm, L:1cm, D:1cm, tampak luka sayat pada lengan 
kanan dengan ukuran P:5cm, L:1cm, D:1cm, tampak luka lecet 
pada punggung dan jari-jari tangan sebelah kiri (jari manis), dengan 
kesimpulan : korban mengalami luka-luka akibat kekerasan benda 
tajam, sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas 
Kahu Kec. Kahu Nomor : 430. 008/PKM-KH/III/2014 tanggal 04 
Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Verly Hosea 
Nr.PTT.20.1.0053582 ; ---------------------------------------------------------------  
 ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 




 ----- Lebih Subsidair :  ------------------------------------------------------------------------  
 ------ Bahwa ia terdakwa A. SUDIRMAN bin A. MUSA pada hari Rabu 
tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau sekitar waktu itu, 
atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan januari 2014 atau sekitar 
waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, 
bertempat di Dusun Lamentung Desa Maggenrang kec. Kahu Kab. Bone 
atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah 
hukum Pengadilan Negeri Watampone, sengaja melukai berat orang lain 
yakni korban Lel. ACONG bin BANTI, yang dilakukan terdakwa dengan 
cara-cara sebagai berikut :  
- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa A. 
SUDIRMAN bin A. MUSA berjalan dari rumahnya hendak menuju 
kerumah saudaranya yakni Lel. A. RUSTAM bin A. MUSA dengan 
berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah badik tersebut dari 
besi yang panjang dari ujung gagang sampai ujung badik + 35 cm 
dengan gagang tersebut dari kayu berwarna cokelat lengkap 
dengan sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang 
diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa. Pada saat dalam 
perjalanan, terdakwa melihat Lel. ACONG bin BANTI sedang duduk 
dibatu yang terletak dipigngir jalan sebelah kanan yang berjarak 
sekitar 5 (lima) meter dari terdakwa, lalu terdakwa berhenti dan 
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pada saat itu dalam hati terdakwa timbul keinginan untuk 
menanyakan perihal tuduhan korban terhadap terdakwa yang 
dituduh telah merusak tanaman jagung milik korban sehingga 
terdakwa menyeberang jalan dan mendekati korban sambil berkata 
“Engka elo ku akkutanang, engka gare anracungi tanettanetta na 
tau Batukkajoangnge gare tatudu-tudu” (ada yang mau saya 
tanyakan, ada katanya yang meracun tanaman anda dan orang 
dari Batukkajoangnge katanya yang anda tuduh) lalu korban 
menjawab “Iko mettonaha eddi” (kamu memang itu) kemudian 
korban menyerang terdakwa dengan menggunakan sabit yang 
mengenai dada terdakwa yang mengakibatkan luka robek dan 
mengeluarkan darah, sehingga terdakwa langsung mencabut badik 
yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa kemudian 
menikam korban pada dada kiri dimana korban memberikan 
perlawanan sehingga terdakwa menebaskan badiknya kearah 
korban secara berulang kali pada bagian leher, wajah dan 
badannya sampai akhirnya korban jatuh dan terlentang ditanah 
namun terdakwa masih tetap menebaskan badik miliknya kearah 
korban sambil berkata “Elo mopo” (kamu masih mau) sampai 
akhirnya Lel. A. RUSTAM bin A. MUSA datang dan menarik 
terdakwa kerumah orang tua terdakwa; 
- -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Lel. ACONG bin 
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BANTI meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar terhadap 
korban ditemukan : Tampak luka sayat pada hidung dengan ukuran 
P : 3 cm, L : 0,5 cm, D : 0,1 cm, tepi luka rata, tampak luka sayat 
pada telinga sebelah kanan, tampak luka sayat pada pipi sampai 
pelipis sebelah kanan dengan ukuran P : 3 cm, L : 0,1 cm, D : 0,1 
cm, tepi luka rata, tampak luka sayat pada kepala sebelah kanan, 
tampak luka sayat pada dahi sebelah kanan, tampak luka sayat 
pada pelipis kiri sampai tengkorak dengan ukuran P:5cm, L:2cm, 
D:2cm, tampak luka sayat pada pelipis kiri dengan ukuran P: cm, 
L:1,5cm, D:1,5cm, luka tidak beraturan, tampak luka sayat pada 
kepala bagian belakang dengan ukuran P:2cm, L:0,5, D:0,5cm, 
tampak luka sayat pada leher sebelah kiri dengan ukuran P:2cm, 
L:3cm, D:3cm, tampak luka tusuk pada pundak  sebelah kiri, 
tampak luka sayat pada dagu sampai bibir sebelah kiri dengan 
ukuran P:2cm, L:1cm, D:1cm, tampak luka sayat pada lengan 
kanan dengan ukuran P:5cm, L:1cm, D:1cm, tampak luka lecet 
pada punggung dan jari-jari tangan sebelah kiri (jari manis), dengan 
kesimpulan : korban mengalami luka-luka akibat kekerasan benda 
tajam, sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas 
Kahu Kec. Kahu Nomor : 430. 008/PKM-KH/III/2014 tanggal 04 
Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Verly Hosea 
Nr.PTT.20.1.0053582 ; ---------------------------------------------------------------  
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 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHP ;   
 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Setelah dilangsungkannya agenda pembuktian pada 
persidangan dengan perkara Tindak Pidana Pembunuhan atas nama 
terdakwa  A. SUDIRMAN bin A. MUSA dengan Nomor register 
96/Pid.B/2014/PN-Wtp, maka selanjutnya, berdasarkan Pasal 182 ayat 
(1) huruf a KUHAP, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut 
mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut : 
a. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Menyatakan terdakwa A. SUDIRMAN bin A. MUSA tidak terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
”dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut 
Umum ; ----------------------------------------------------------------------------------------  
b. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;  
c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Menyatakan terdakwa A. SUDIRMAN bin A. MUSA terbukti bersalah 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
”dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan 
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diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan 
Subsidair Penuntut Umum ; 
d. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 
9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa 
penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan ;  
e. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi 
yang panjang dari ujung gagang sampai ujung badik + 35 cm dengan 
gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat lengkap dengan sarung 
yang terbuat dari kayu berwarna cokelat, dirampas untuk dimusnahkan 
;  
f. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Menyatakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPTD 
Puskesmas Kahu Kec. Kahu Nomor : 430.008/PKM-KH/III/2014 tanggal 
04 Maret 2014,tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
g. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 







5. Analisis Penulis 
a. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Perkara No 
96/Pid.B/2014/PN-Wtp atas nama terdakwa A. Sudirman bin A. 
Musa 
Ketika membicarakan tentang penerapan hukum pidana 
materill, maka kita akan menitikfokuskan pembahasan pada substansi 
hukum yang memuat tentang uraian perbuatan-perbuatan mana saja 
yang apabila dilakukan, dapat dikualifisir sebagai tindak pidana. 
Adapun yang menjadi sumber dari hukum pidana materiil ialah 
KUHPidana, undang-undang khusus tentang tindak pidana tertentu, 
dan sanksi pidana yang dimuat pada suatu undang-undang tertentu. 
Oleh karena atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, didakwa 
dengan tindak pidana Pembunuhan berencana (Pasal 340 
KUHPidana), Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana), 
dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 
(Pasal 354 ayat (2) KUHPidana) yang disusun secara subsidaritas, 
maka sumber hukum dari tindak pidana tersebut hanyalah terdapat 
pada KUHPidana. Oleh sebab itu, undang-undang yang menjadi pisau 
analisis seputar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ialah 
hanya KUHPidana saja. 
Dalam analisis penulis seputar penerapan hukum pidana 
materiil dalam perkara ini, yang menjadi titik perhatian penulis adalah 
pada penerapan pasal-pasal yang didakwakan, yang dituntut oleh 
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Jaksa Penunutut Umum, dan bahkan yang diputuskan oleh majelis 
hakim. Hal-hal tersebut dalam pandangan penulis jika dikaitkan 
dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana 
dimuat dalam amar putusan adalah hal yang tidak tepat atau tidak 
relevan. Sebagaimana diketahui, bahwa Jaksa Penuntut Umum 
menghadirkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Pasal 340, 
Pasal 338 dan Pasal 354 ayat (2) yang disusun secara subsidaritas. 
Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa yang 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah Pasal 338 
KUHPidana (dakwaan Subsidair), sedangkan Majelis hakim dalam 
putusannya justru memutus melebihi tuntutan, karena menyatakan 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 
KUHPidana (dakwaan primair). Dan menurut pandangan penulis, 
berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 
putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim justru tidaklah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berikut adalah hasil 
analisa penulis berkenaan dengan hal tersebut. 
Pasal 340 KUHPidana sebagaimana yang diputuskan oleh 
Majelis hakim telah terbukti menurut hukum dalam amar putusannya 
adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan Pasal 340 KUHPidana  
merupakan suatu pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana) yang 
disertai dengan unsur direncanakan terlebih dahulu. Hal berkenaan 
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Pasal 338 KUHPidana telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Adapun 
unsur “direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade)” berarti 
bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan 
pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang 
memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dia 
lakukan. Dalam tempo tersebut, si pembuat dengan tenang masih 
dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan 
untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, tapi tidak 
dipergunakannya.46 Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan, ditemukan fakta :47 
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, sekitar pukul 
16.00, terdakwa A. Sudirman bin A. Musa, keluar dari rumahnya 
dengan membawa badikyang diselipkan dipingga sebelah kiri 
badan terdakwa; 
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 
15.30 korban Lel. Acong bin Banti meninggalkan rumahnya 
untuk pergi kesawahnya dan mencari rumput untuk makanan 
sapi miliknya dengan membawa sabit dan pada saat tiba di 
sawahnya korban Lel. Acong bin Banti berteduh dirumah saksi 
Baheria binti Tahe karena hujan tetapi setelah hujan berhenti 
korban Lel. Acong bin Banti kembali kesawahnya;  
- Bahwa sekitar pukul 16.30 korban Lel. Acong bin Banti duduk-
duduk diatas batu dipinggir sawahnya dan tidak lama kemudian 
datang Terdakwa A. Sudirman bin A. Musa dengan membawa 
sebilah badik panjang ± 35 cm menghampiri korban Lel. Acong 
bin Banti dan berkata “Engka elo ku akkutanang, engka gare 
anracungi tanettanetta na tau Batukkajoangnge gare tatudu-
tudu” (ada yang mau saya tanyakan, ada katanya yang 
meracun tanaman anda dan orang dari Batukkajoangnge 
katanya yang anda tuduh) lalu korban berdiri dan menjawab 
“Iko mettonaha eddi” (kamu memang itu);  
- Bahwa terdakwa A. Sudirman bin A. Musa kemudian mencabut 
badik panjang miliknya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri 
                                                 
46 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 241. 
47 Lihat Salinan Putusan No 96/Pid.B/2014/PN-Wtp atas nama terdakwa A. Sudirman bin 
A.Musa, hlm. 17 – 18. 
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kemudian menikam korban pada dada kiri hingga tembus 
sampai rongga dada sehingga korban langsung rubuh ke tanah; 
- Bahwa karena melihat korban bergerak dan akan memberikan 
perlawanan maka terdakwa menebaskan badiknya kearah 
korban secara berulang kali pada bagian leher, wajah dan 
badannya sampai akhirnya korban terlentang ditanah tidak 
bergerak lagi namun terdakwa masih tetap menebaskan badik 
miliknya kearah korban sambil berkata “Elomupo-elomupo = 
masih mau kamu-masih mau kamu”  walaupun telah diingatkan 
oleh saksi Baheria binti Tahe untuk sadar dan berhenti 
melakukan perbuatannya dengan berkata ”Aringgerakki nak = 
sadarki nak” tetapi terdakwa tetap menebaskan badiknya ke 
tubuh korban dan akhirnya terdakwa baru berhenti menebaskan 
badiknya yang panjang kearah korban  setelah  Lel. A. Rustam 
Bin A. Musa (saudara terdakwa) datang dan menarik terdakwa 
kemudian meninggalkan tempat kejadian.   
 
Permasalahannya adalah dari fakta hukum tersebut, tidaklah 
diketemukan fakta mengenai apa yang menjadi alasan terdakwa 
membawa badik tersebut, apakah memang karena ingin berkebun, 
atau memang kebiasaan terdakwa ketika keluar rumah untuk berjaga-
jaga atau alasan lainnya. Bahkan berdasarkan keterangan terdakwa di 
persidangan dijelaskan :48 
Bahwa ketika terdakwa A. Sudirman Bin A. Musa berjalan dari 
rumahnya hendak menuju kerumah mertua kakaknya Lel. A. 
Rustam Bin A. Musa dengan berjalan kaki dengan membawa 1 
(satu) bilah badik .............. yang diselipkan pada pinggang 
sebelah kiri terdakwa. Pada saat dalam perjalanan, terdakwa 
melihat Lel. Acong Bin Banti sedang duduk dibatu yang terletak 
dipinggir jalan sebelah kanan yang berjarak sekitar 5 (lima) 
meter dari terdakwa, lalu terdakwa berhenti dan pada saat itu 
dalam hati terdakwa timbul keinginan untuk menanyakan 
perihal adanya perkataan korban yang telah menuduh orang 
kampung Batukkajoangnge yang merusak tanaman jagung 
milik korban sehingga terdakwa menyeberang jalan dan 
mendekati korban sambil berkata “Engka elo ku akkutanang, 
                                                 
48 Lihat Salinan Putusan No 96/Pid.B/2014/PN-Wtp atas nama terdakwa A. Sudirman bin 
A.Musa, hlm. 15 – 16.  
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engka gare anracungi tanettanetta na tau Batukkajoangnge 
gare tatudu-tudu” (ada yang mau saya tanyakan, ada katanya 
yang meracun tanaman anda dan orang dari Batukkajoangnge 
katanya yang anda tuduh) lalu korban menjawab “Iko 
mettonaha eddi” (kamu memang itu) kemudian korban 
menyerang terdakwa dengan menggunakan sabit yang 
mengenai dada terdakwa yang mengakibatkan luka robek dan 
mengeluarkan darah, sehingga terdakwa langsung mencabut 
badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa 
kemudian menikam korban pada dada kiri dimana korban 
memberikan perlawanan sehingga terdakwa menebaskan 
badiknya kearah korban secara berulang kali pada bagian 
leher, wajah dan badannya sampai akhirnya korban jatuh dan 
terlentang ditanah namun terdakwa masih tetap menebaskan 
badik miliknya kearah korban sampai akhirnya Lel. A. Rustam 
Bin A. Musa datang dan menarik terdakwa kerumah orang tua 
terdakwa. 
 
Justru dari keterangan tersebut, maka sebenarnya tidaklah ada 
rencana dalam diri terdakwa untuk membunuh menggunakan 
badiknya sebagai sarana untuk membunuh korban. Jika memang 
benar terdakwa merencanakan untuk membunuh korban, maka 
seharusnya ketika terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa tidak 
harus menanyakan kembali kepada korban untuk mengklarifikasi isu 
adanya warga dari kampung terdakwa yang merusak kebun korban. 
Akan tetapi, karena korban melakukan tindakan profokatif terhadap 
terdakwa, maka terdakwa melakukan tindakan-tindakan yang 
membuat korban meninggal dunia. 
Dari uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa putusan 
majelis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 
KUHPidana/dakwaan primair) adalah hal yang tidak relevan dengan 
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fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Justru dalam pandangan 
penulis yang relevan untuk dituntut dan diputus oleh majelis hakim 
adalah Pasal 338 KUHPidana (dakwaan subsidair) sebagaimana 
dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Pasal 354 ayat (2) 
KUHPidana. (dakwaan lebih subsidair). Oleh karena argumentasi 
untuk membantah penerapan Pasal 340 KUHPidana dalam perbuatan 
terdakwa telah penulis sampaikan diatas, maka selanjutnya penulis 
akan menguraikan alasan mengapa Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 
354 ayat (2) KUHPidana adalah Pasal yang relevan diterapkan dalam 
perkara ini. 
Pasal 338 KUHPidana baru dapat dinyatakan terbukti apabila 
perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dengan kematian 
itu disengaja atau sudah dimaksudkan dalam niatnya.49 Artinya 
adalah jika terjadinya kematian, bukan karena kesengajaan atau niat, 
maka pasal 338 KUHPidana tersebut tidak terbukti. Menurut Memorie 
van Toelecthting, bahwa sengaja itu dapat terpenuhi apabila terdapat 
2 unsur, yakni willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui). 
Dalam fakta hukum dipersidangan ditemukan sebuah fakta bahwa 
“ketika terdakwa melihat korban bergerak dan akan memberikan 
perlawanan maka terdakwa menebaskan badiknya kearah korban 
secara berulang kali pada bagian leher, wajah dan badannya sampai 
akhirnya korban terlentang ditanah tidak bergerak lagi namun 
                                                 
49 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-
komentarnya Lengkanp dengan Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995,  hlm. 240. 
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terdakwa masih tetap menebaskan badik miliknya………”50 ini 
menunjukkan bahwa korban tersebut mati atas tindakan yang 
dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa. Terdakwa mengetahui 
bahwa ia telah mengancam hidup korban, dan kemudian 
menghendaki untuk melanjutkan perbuatannya hingga korban mati 
tak tertolong. 
Pasal 354 ayat (2) harus terpenuhi unsur perbuatan berupa 
“melukai berat orang lain” dan unsur “matinya orang”. Delik ini adalah 
murni delik materiil karena tidak mempersoalkan bagaimana cara 
terdakwa melakukan perbuatannya, melainkan akibatnya nyata 
terjadi. Unsur “melukai berat orang lain” tidaklah terlepas dari 
pengertian luka berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 
KUHPidana, yang salah satunya adalah “penyakit atau luka yang tak 
diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat 
mendatangkan bahaya maut”.51 Yang mana atas perbuatan terdakwa, 
korban meninggal dunia dengan terdapat luka sayat pada hidung 
dengan ukuran P : 3 cm, L : 0,5 cm, D : 0,1 cm, tepi luka rata., 
Tampak luka sayat pada telinga sebelah kanan., Tampak luka sayat 
                                                 
50 Lihat Salinan Putusan No 96/Pid.B/2014/PN-Wtp atas nama terdakwa A. Sudirman bin 
A.Musa, hlm. 17 – 18.  
51 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 98 – 99. 
Selain unsur itu, terdapat pula unsur lain yang dapat dikategorikan sebagai luka berat 
yang diatur dalam Pasal 90 KUHPidana, yakni : 
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 
pencarian; 
- Kehilangan salah satu panca indra; 
- Mendapat cacat berat; 
- Menderita sakit lumpuh; 
- Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; 
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan  
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pada pipi sampai pelipis sebelah kanan dengan ukuran P : 3 cm, L : 
0,1 cm, D : 0,1 cm tepi luka rata., Tampak luka sayat pada kepala 
sebelah kanan., Tampak luka sayat pada dahi sebelah kanan., 
Tampak luka sayat pada pelipis kiri sampai tengkorak dengan ukuran 
P:5cm, L:2cm, D:2cm., Tampak luka sayat pada pelipis kiri dengan 
ukuran P: cm, L:1,5cm, D:1,5cm, luka tidak beraturan., Tampak luka 
sayat pada kepala bagian belakang dengan ukuran P:2cm, L:0,5, 
D:0,5cm., Tampak luka sayat pada leher sebelah kiri dengan ukuran 
P:2cm, L:3cm, D:3cm., Tampak luka tusuk pada dada sebelah kiri 
tembus sampai rongga dada., Tampak luka sayat pada pundak 
sebelah kiri., Tampak luka sayat pada tulang rusuk sebelah kiri 
dengan ukuran P:2cm, L:1,5cm, D:1,5cm., Tampak luka sayat pada 
dagu sampai bibir sebelah kiri dengan ukuran P:2cm, L:1cm, D:1cm., 
Tampak luka sayat pada lengan kanan dengan ukuran P:5cm, L:1cm, 
D:1cm., Tampak luka lecet pada punggung dan jari-jari tangan 
sebelah kiri (jari manis) sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 
430.008/PKM-KH/III/2014, tertanggal 04 Maret 2014, yang 
ditandatangani oleh A. Saidah, AMK (yang memeriksa) dan diketahui 
oleh Dokter Puskesmah Kahu dr. Verly Hosea.52 Dengan berdasarkan 
hasil visum et epertum tersebut, maka  unsur “menyebabkan matinya 
orang” juga telah terbukti menurut hukum. 
 
                                                 
52 Lihat Salinan Putusan No 96/Pid.B/2014/PN-Wtp atas nama terdakwa A. Sudirman bin 
A.Musa, hlm. 23 – 24. 
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B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Memutuskan 
Tindak Pidana Pembunuhan dalam  Putusan Perkara Pengadilan 
Negeri Watampone Nomor 96/Pid.B/2014/PN-Wtp 
 
1. Pertimbangan Hakim 
Dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan No 96/Pid.B/2014/PN-
Wtp, majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primair (Pasal 340 
KUHPidana) dsebagai konsekwensi penerapan dakwaan subsidaritas, 
yang mana jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya 
tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Adapun pertimbangan majelis hakim 
tersebut adalah sebagai berikut :53 
 
Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal 340 
KUHP, adalah sebagai berikut :    
1. Barang siapa ; 
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih 
dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;  ------------------------------  
 
Ad.1. Unsur barang siapa. -------------------------------------------------------------  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan 
kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga 
yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja 
                                                 
53 Lihat Salinan Putusan No 96/Pid.B/2014/PN-Wtp atas nama terdakwa A. Sudirman bin 
A.Musa, hlm. 19 – 26.  
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yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang 
mampu untuk mempertanggung jawabkan  perbuatannya atau akibat 
dari perbuatannya; 
Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah 
dihadirkan seseorang yang mengaku bernama A. SUDIRMAN bin A. 
MUSA. selaku  Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan 
Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata 
Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk 
mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada 
perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan 
keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat 
kesalahan orang/error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami 
dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, 
sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa sehat jasmani dan 
rohani, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana dimaksud 
dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi. 
Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang lain. 
Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Indonesia, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang 
dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet”. Tetapi menurut 
Crimineel Wetboek Negara Belanda Tahun 1809, dimana menurut Prof 
Van. Hattum Pasal 11 secara tegas menyebutkan bahwa Opzet 
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merupakan “Opzet is de wil om te doenof te laten die daden welke bij 
de et geboden of verboden zijn ( kehendak untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan 
dalam undang-undang. 
Bahwa menurut Memorie Van Antwood (MvA) yang dikemukakan oleh 
menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelopornya 
mengatakan Opzet adalah “de (bewuste) richtingvan de wil op een 
bepaal misdriff (Opzet adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak 
untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Bahwa menurut Doktrin, 
pengertian Opzet telah dikembangkan dalam beberapa teori, yakni : 
a. Teori kehendak (Wills-Theory) dari Von Hippel seorang guru besar 
di Gottingen Jerman mengatakan bahwa Opzet itu sebagai “De 
Will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku 
(handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana 
kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu 
(Formalet Opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh Undang-Undang. 
b. Teori bayangan/Pengetahuan (Voorstellings theory) dari FRANK 
(guru besar di Tubingen, Jerman), atau Waarschijnljkheids Theory 
atau Teori Praduga/Teori Prakiraan dari Prof. Van Bermmelen dan 
Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang 
dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan 
tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh 
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pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan 
akan terjadi oleh pembuat. 
Bahwa unsur dengan sengaja atau “opzettelijk” dalam pasal ini 
merupakan salah satu unsur subjektif didalam tindak pidana ini yaitu 
unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, dimana unsur dengan 
segaja ini meliputi semua unsur tindak pidana yang telah diletakkan 
dibelakang unsur tersebut, ataupun yang melekat pada pribadi 
pelakunya. sehingga untuk membuktikan unsur ini berdasarkan Teori 
kehendak (Wills-Theory) dan Teori bayangan / pengetahuan 
(Voorstellings theory) haruslah dapat dibuktikan apakah pelaku benar-
benar menghendaki atau bermaksud dengan direncanakan terlebih 
dahulu menghilangkan nyawa orang lain; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih 
dahulu dalam Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909, W. 8851 
memutuskan bahwa untuk dapat diterima tentang adanya unsur 
direncanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad itu diperlukan 
suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku 
untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya 
tersebut dengan tenang, dan pelaku harus dapat meyakinkan dirinya 
tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang 
memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. Bahwa 
menurut pendapat Mr. Modderman (Menteri kehakiman Belanda) 
dalam penjelasan Memorie van Toelichting, menyatakan bahwa untuk 
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memenuhi unsur direncanakan terlebih dahulu harus disyaratkan 
adanya eentijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken yang 
artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang 
dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 
15 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 terdakwa A. Sudirman bin A. Musa 
meningalkan rumahnya dengan mebawa sebilah badik panjang yang 
diselipkan dipinggang sebelah kiri tubuhnya, dan sekitar pukul 16.30 
terdakwa melihat korban Lel. Acong bin Banti duduk-duduk diatas batu 
dipinggir sawahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa A. Sudirman 
bin A. Musa mendekati korban Lel. Acong bin Banti  dengan membawa 
sebilah badik panjang ± 35 cm dan berkata “Engka elo ku akkutanang, 
engka gare anracungi tanettanetta na tau Batukkajoangnge gare 
tatudu-tudu” (ada yang mau saya tanyakan, ada katanya yang 
meracun tanaman anda dan orang dari Batukkajoangnge katanya yang 
anda tuduh) lalu korban berdiri dan menjawab “Iko mettonaha eddi” 
(kamu memang itu) dan terdakwa A. Sudirman bin A. Musa kemudian 
mencabut badik panjang miliknya yang diselipkan dipinggang sebelah 
kiri kemudian menikam korban pada dada kiri hingga tembus sampai 
rongga dada sehingga korban langsung rubuh ke tanah; 
Bahwa karena melihat korban bergerak dan akan memberikan 
perlawanan maka terdakwa menebaskan badiknya kearah korban 
secara berulang kali pada bagian leher, wajah dan badannya sampai 
70 
 
akhirnya korban terlentang ditanah tidak bergerak lagi namun terdakwa 
masih tetap menebaskan badik miliknya kearah korban sambil berkata 
“Elomupo-elomupo = masih mau kamu-masih mau kamu”  walaupun 
telah diingatkan oleh saksi Baheria binti Tahe untuk sadar dan berhenti 
melakukan perbuatannya dengan berkata ”Aringgerakki nak = sadarki 
nak” tetapi terdakwa tetap menebaskan badiknya ke tubuh korban dan 
akhirnya terdakwa baru berhenti menebaskan badiknya yang panjang 
kearah korban  setelah  Lel. A. Rustam Bin A. Musa (saudara 
terdakwa) datang dan menarik terdakwa kemudian meninggalkan 
tempat kejadian; 
Bahwa korban akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian dengan 
luka-luka : Tampak luka sayat pada hidung dengan ukuran P : 3 cm, L : 
0,5 cm, D : 0,1 cm, tepi luka rata., Tampak luka sayat pada telinga 
sebelah kanan., Tampak luka sayat pada pipi sampai pelipis sebelah 
kanan dengan ukuran P : 3 cm, L : 0,1 cm, D : 0,1 cm tepi luka rata., 
Tampak luka sayat pada kepala sebelah kanan., Tampak luka sayat 
pada dahi sebelah kanan., Tampak luka sayat pada pelipis kiri sampai 
tengkorak dengan ukuran P:5cm, L:2cm, D:2cm., Tampak luka sayat 
pada pelipis kiri dengan ukuran P: cm, L:1,5cm, D:1,5cm, luka tidak 
beraturan., Tampak luka sayat pada kepala bagian belakang dengan 
ukuran P:2cm, L:0,5, D:0,5cm., Tampak luka sayat pada leher sebelah 
kiri dengan ukuran P:2cm, L:3cm, D:3cm., Tampak luka tusuk pada 
dada sebelah kiri tembus sampai rongga dada., Tampak luka sayat 
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pada pundak sebelah kiri., Tampak luka sayat pada tulang rusuk 
sebelah kiri dengan ukuran P:2cm, L:1,5cm, D:1,5cm., Tampak luka 
sayat pada dagu sampai bibir sebelah kiri dengan ukuran P:2cm, 
L:1cm, D:1cm., Tampak luka sayat pada lengan kanan dengan ukuran 
P:5cm, L:1cm, D:1cm., Tampak luka lecet pada punggung dan jari-jari 
tangan sebelah kiri (jari manis) sebagaimana Visum Et Repertum 
Nomor : 430.008/PKM-KH/III/2014, tertanggal 04 Maret 2014, yang 
ditandatangani oleh A. Saidah, AMK (yang memeriksa) dan diketahui 
oleh Dokter Puskesmah Kahu dr. Verly Hosea; 
Bahwa dengan adanya terdakwa membawa badik panjang dari rumah, 
dan saat melihat korban duduk diatas batu dekat sawahnya dan 
terdakwa mendatangi dan menanyakan kepada korban perihal adanya 
tuduhan yang dilontarkan oleh korban dimana tuduhan tersebut 
senyatanya bukan diarahkan kepada terdakwa, dan adanya 
terdakwa memiliki waktu sejenak untuk berpikir akan akibat 
perbuatannya apabila perbuatannya diteruskan saat terdakwa 
menikam korban pada dada hingga tembus ke rongga dada 
menyebabkan korban telah rubuh ketanah tidak berdaya tetapi 
terdakwa terus menebaskan badiknya kearah tubuh korban secara 
berulang-ulang walaupun telah ditegur dan dingatkan oleh saksi, 
bahkan terdakwa terus-menerus menebaskan badiknya dengan 
berkata “masih mau kamu – masih mau kamu” dan berhenti setelah 
kakak terdakwa datang menarik terdakwa. Maka unsur dengan 
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sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan 
nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah 
terbukti dan terpenuhi. 
Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-
unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya, 
sebagaimana Pasal 340 KUHPidana; 
Menimbang, bahwa  dari kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal 
yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, 
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh 
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang 
dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa  oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, 
dan  terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang 
didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi 
pidana yang setimpal dengan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa  sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri 
terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan. 
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Hal yang memberatkan : 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan 
orang yang dicintai, disayangi dan tulang punggung/pencari nafka 
dalam keluarganya; 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan tidak berpri kemausiaan. 
Hal yang meringankan : 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Terdakwa menyesali perbuatannya ; 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Terdakwa sopan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses pemeriksaan 
perkaranya telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, 
maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan 
seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya, 
sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP;  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu 
ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan 
terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan 
dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan 
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untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam 
amar putusan ini. Sesuai Pasal 222 KUHAP; 
2. Amar Putusan Hakim 
Dalam Perkara Nomor 96/Pid.B/2014/PN-Wtp, Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut : 
M E N G A D I L I 
1.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Menyatakan terdakwa A. SUDIRMAN bin A. MUSA, telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pembunuhan Berencana”;  
2.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 9 (sembilan) tahun ;  
3.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan ;  
4.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;   
5.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Menyatakan barang bukti / surat bukti berupa : 
- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang panjang dari ujung 
gagang sampai ujung badik + 35 cm (tiga puluh lima) senti meter 
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dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat lengkap 
dengan sarung yang terbuat dari kayu berwarna cokelat, 
dirampas untuk dimusnahkan; 
- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Kahu Kecamatan 
Kahu Nomor: 430.08/PKM-KH/III/2014 tanggal 04 Maret 2014, 
tetap terlampir dalam berkas perkara ; 
6.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). 
 
3. Analisis Penulis 
Dalam menjatuhkan sebuah putusan, tentu majelis hakim perlu 
memberi pertimbangan-pertimbangan baik yang bersifat yuridis, 
sosiologis maupun filosofis dalam putusannya agar putusan tersebut 
dapat menjadi sarana kongkrit dalam persidangan dalam rangka 
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum 
dan kemanfaatan. 
Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis 
Hakim dalam dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-
pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. 
Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan dalam bentuk 
penjatuhan pidana, lepas ataupun bebas dalam sebuah persidangan 
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tergantung pada kesesuaian fakta dengan pasal yang didakwakan. Hakim 
menjatuhkan sanksi pidana (pemidanaan) apabila perbuatan pelaku tindak 
pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak 
pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Tujuan 
hakim memberikan sanksi pidana kepada terpidana  bukanlah sebatas 
sebagai sarana balas dendam, yang memandang pidana sebagai 
pemberian nestapa yang dikenakan kepada pembuat yang melakukan 
suatu tindak pidana. Akan tetapi, P.A.F Laminantang menyatakan bahwa 
pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin 
dicapai dengan suatu pemidanaan 54: 
(1) Unuk memperbaiki pribadi dari diri  penjahat itu sendiri 
(2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan,dan 
(3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu 
untuk melakukan kejahatan lain,yakni penjahat dengan cara-cara 
lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 
 
Berikut adalah beberapa analisis penulis terhadap Pertimbangan Majelis 
Hakim dalam Putusannya : 
a. Hakim Keliru Dalam Pembuktian Pasal 340 KUHPidana. 
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan 
sebuah putusan haruslah memperhatikan kesesuaian antara pasal 
yang didakwakan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. 
Namun, inilah yang menjadi objek permasalahan dalam Putusan 
Majelis hakim pada perkara No 96/Pid.B/PN-Wtp atas nama terdakwa 
                                                 
54 Retno,2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak 
yang dilakukan Secara Bersama-sama,Skripsi,Makassar,hlm.75 
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A. Sudirman bin A.Musa. Yang mana Majelis hakim memutus bahwa 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 
KUHPidana. Pasal 340 KUHPidana itu sendiri terdiri atas 2 unsur, 
yakni unsur “Setiap Orang” dan Unsur “Menghilangkan nyawa orang 
lain dengan merencanakan terlebih dahulu”. Penulis tidak 
mempermasalahkan unsur “setiap orang”, karena unsur ini merupakan 
persoalan apakah benar terdakwa adalah pelaku yang di duga 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut 
umum agar tidak terjadi error in persona, dan persoalan kemampuan 
bertanggung jawab. Unsur “setiap orang” ini tidak ada 
permasalahannya dikarenakan diawal persidangan terdakwa telah 
membenarkan dakwaan penuntut umum dan dapat bertanggungjawab 
serta tidak memiliki gangguan kejiwaan. 
Adapun yang menjadi titik permasalahannya ialah bahwa 
majelis hakim menyatakan bahwa unsur “Menghilangkan nyawa orang 
lain dengan merencanakan terlebih dahulu” dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum dengan pertimbangan hukum 
sebagai berikut :55 
“adanya fakta bahwa terdakwa membawa badik panjang dari 
rumah, dan saat melihat korban duduk diatas batu dekat sawahnya 
dan terdakwa mendatangi dan menanyakan kepada korban perihal 
adanya tuduhan yang dilontarkan oleh korban dimana tuduhan 
tersebut senyatanya bukan diarahkan kepada terdakwa, dan 
adanya terdakwa memiliki waktu sejenak untuk berpikir akan akibat 
perbuatannya apabila perbuatannya diteruskan saat terdakwa 
                                                 
55 Lihat Salinan Putusan No 96/Pid.B/2014/PN-Wtp atas nama terdakwa A. Sudirman bin 
A.Musa, hlm. 24. 
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menikam korban pada dada hingga tembus ke rongga dada 
menyebabkan korban telah rubuh ketanah tidak berdaya…….” 
 
Penulis beranggapan bahwa pertimbangan tersebut tidaklah 
tepat, mengingat bahwa yang dimaksud degan “dengan rencana 
terlebih dahulu” ialah bahwa antara timbulnya maksud untuk 
membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si 
pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara 
bagaimanakah pembunuhan itu dia lakukan. Dalam tempo tersebut, si 
pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia 
masih memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk 
membunuh itu, tapi tidak dipergunakannya.56 Justru ketika kita melihat 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidaklah nampak apa yang 
menjadi alasan terdakwa membawa badik tersebut, dan ketika keluar 
rumah terdakwa tidaklah berniat untuk menemui korban dan 
membunuhnya. Lagipula, pertemuan antara terdakwa dan korban 
bukanlah hal yang direncanakan oleh terdakwa. Bahkan apabila benar 
terdakwa merencanakan perbuatannya, maka seharusnya ketika 
terdakwa menemui korban, terdakwa segera melayangkan badiknya ke 
korban. Akan tetapi dalam fakta-fakta hukum dipersidangan sebelum 
melayangkan badiknya ke korban, terdakwa hendak bertanya secara 
baik-baik kepada korban soal isu tuduhan kepada terdakwa atau 
warga Batukkajoangnge (kampung terdakwa)  yang telah merusak 
kebun korban. Dan oleh karena korban membalas pertanyaan tersebut 
                                                 
56 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 241. 
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dengan perkataan kasar, maka terdakwa emosi dan melayangkan 
badiknya hingga korban mati. Ini menunjukkan bahwa terdakwa 
tidaklah merencanakan perbuatannya sebelumnya karena dalam 
tempo dimatikannya korban oleh terdakwa, terdakwa tidak dalam 
keadaan tenang apalagi untuk dapat berpikir-pikir untuk menghentikan 
perbuatannya dikarenakan tindakan profokatif oleh korban terhadap 
terdakwa. Bahkan terdakwa juga tidak pernah berniat membawa badik 
miliknya untuk membunuh korban. Hanya saja karena pertemuan yang 
terjadi secara tiba-tiba antara keduanya dan tindakan profokatif atas 
pertanyaan baik oleh terdakwa yang dilakukan oleh korban yang 
membuat terdakwa terprofokasi untuk membunuh korban. Oleh sebab 
itu, Pasal yang tepat untuk dinyatakan terbukti adalah Pasal 338 
KUHPidana (pembunuhan biasa) sebagaimana dalam dakwaan 
subsidair.  
 
b. Hakim Tidak Mempertimbangkan Peran Korban Dalam 
Terjadinya Delik 
Dewasa ini, dalam hal terjadinya sebuah delik, tidak serta merta 
dikarenakan oleh perbuatan terdakwa semata. Akan tetapi, dalam 
beberapa perkara peran korban sering juga menyebabkan terjadinya 
tindak pidana pada dirinya. Dan dalam rangka mewujudkan putusan 
yang berkeadilan (bagi pelaku-korban-masyarakat), maka tentu majelis 
hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib untuk mempertimbangkan 
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hal-hal apa yang terapat dalam diri korban sehingga terjadinya tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sebelum menjabarkan lebih 
lanjut tentang peran korban pada kasus ini, penulis terlebih dahulu 
hendak menjabarkan jenis-jenis korban dalam ilmu viktimologi. Ada 
beberapa tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan 
status korban, yaitu sebagai berikut :57  
(1) Unrelated Victims  
Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan 
penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan 
terhadapnya. Menurutnya semua anggota masyarakat potensial 
dapat menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi 
untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya 
korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini 
tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat. 
(2) Provocative Victims 
Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran 
konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk 
menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama, 
misalnya mempunyai affair dengan orang lain. Dengan demikian 
pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.  
(3) Participating Victims  
Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap 
penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong 
untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Contoh : 
berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi merangsang penjahat 
untuk merampok dan memperkosa. Pertanggungjawaban 
sepenuhnya ada pada pelaku.  
(4) Biologically Weak Victims  
Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu 
yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. 
Misalnya anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau 
gila. Dalam hal ini pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau 
pemerintah setempat karena tidak melindungi korban yang tidak 
berdaya.  
(5) Socially Weak Victims  
Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. 
Misalnya: para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis 
                                                 
57 Didik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma 
dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 49.   
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dan lainnya yang mempunya kedudukan sosial yang lemah. Dalam 
kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak 
penjahat atau masyarakat.  
(6) Self Victimizing Victims  
Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang 
dilakukan sendiri. Beberapa buku menyatakan ini sebagai 
kejahatan tanpa korban, akan tetapi pandangan ini menjadi dasar 
pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban yaitu penjahat 
dan korban. Contoh : pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, 
dan judi. Hal ini pertanggungjawaban terletak penuh pada pelaku 
yang juga sekaligus merupakan korban.  
(7) Political Victims  
Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini 
secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Dalam perkara yang menyeret terdakwa sendiri, sebenarnya 
terdapat peran korban yang tiak dipertimbangkan oleh majelis hakim 
dalam putusannya. Yakni ketika merujuk pada fakta hukum :58 
bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 
16.00 terdakwa A. Sudirman bin A. Musa meningalkan rumahnya 
dengan mebawa sebilah badik panjang yang diselipkan dipinggang 
sebelah kiri tubuhnya, dan sekitar pukul 16.30 terdakwa melihat 
korban Lel. Acong bin Banti duduk-duduk diatas batu dipinggir 
sawahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa A. Sudirman bin A. 
Musa mendekati korban Lel. Acong bin Banti  dengan membawa 
sebilah badik panjang ± 35 cm dan berkata “Engka elo ku 
akkutanang, engka gare anracungi tanettanetta na tau 
Batukkajoangnge gare tatudu-tudu” (ada yang mau saya tanyakan, 
ada katanya yang meracun tanaman anda dan orang dari 
Batukkajoangnge katanya yang anda tuduh) lalu korban berdiri dan 
menjawab “Iko mettonaha eddi” (kamu memang itu) dan 
terdakwa A. Sudirman bin A. Musa kemudian mencabut badik 
panjang miliknya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri kemudian 
menikam korban pada dada kiri hingga tembus sampai rongga 
dada sehingga korban langsung rubuh ke tanah. 
 
Dari fakta hukum, yang mana korban menjawab pertanyaan 
untuk mengklarifikasi oleh terdakwa dengan jawaban yang kasar dan 
tidak mengenakan, maka korban sebenarnya telah memprofokasi 
                                                 
58 Hlm. 23-24. 
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terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Jika dikontekskan 
pada tipologi korban diatas, maka korban Lel. Acong bin Banti 
berkedudukan sebagai Provocative Victims karena telah menjadi 
perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Diatas juga telah 
dijelaskan bahwa dalam provocative victims, pertanggungjawaban 
terletak pada pihak korban dan pelaku. Akan tetapi, oleh karena 
korbannya telah meninggal dunia, maka sejogjanya keberadaan 
korban sebagai provocative Victims dijadikan sebagai hal-hal yang 
meringankan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Tapi 
justru hal tersebut tidaklah ditemukan dalam pertimbangan hukum 
hakim (ratio decidendi) dalam putusannya bahkan dalam hal-hal yang 
meringankan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa 
pertimbangan majelis hakim masih memiliki kekurangan-kekurangan 















Adapaun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan melalui 
tulisan ini ialah sebagai berikut : 
1. Dalam penerapan hukum pidana materiil pada perkara No 
96/Pid.B/2014/PN-Wtp terdapat kesalahan pada Putusan Majelis 
Hakim yang menyatakan Pasal 340 (dakwaan Primair) telah 
terbukti menurut hukum. Hal ini dikarenakan tidaklah ada rencana 
dalam diri terdakwa untuk membunuh menggunakan badiknya 
sebagai sarana untuk membunuh korban. Jika memang benar 
terdakwa merencanakan untuk membunuh korban, maka 
seharusnya ketika terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa 
tidak harus menanyakan kembali kepada korban untuk 
mengklarifikasi isu adanya warga dari kampung terdakwa yang 
merusak kebun korban. Akan tetapi, karena korban melakukan 
tindakan profokatif terhadap terdakwa, maka terdakwa melakukan 
tindakan-tindakan yang membuat korban meninggal dunia. 
Sehingga yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh majelis hakim 
adalah Pasal 338 KUHPIdana (dakwaan subsidair) sebagaimana 
yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya 
Pasal 354 ayat (2) KUHPIdana (dakwaan lebih subsidair). 
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Sedangkan dalam penerapan hukum pidana formil, yang 
menjadi masalah ialah Para penegak hukum sebelum pemeriksaan 
di Pengadilan melupakan hak asas terdakwa untuk didampingi oleh 
Penasihat Hukum sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) 
KUHAP yang dikuatkan dengan doktrin Miranda principle. Terlebih 
lagi terdakwa diancam pidana lebih dari 15 tahun, bahkan pidana 
mati, serta merupakan keluarga yang tidak mampu, akan tetapi 
penyidik dan jaksa penuntut umum melupakan haknya untuk di 
dampingi penasihat hukum. 
2. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim, pertimbangan hukum 
oleh majelis hakim dianggap memiliki 2 (dua) kekurangan : 
a. Hakim keliru dalam menyatakan bahwa terdakwa terbukti 
melanggar Pasal 340 KUHPidana Hal ini dikarenakan tidaklah 
ada rencana dalam diri terdakwa untuk membunuh 
menggunakan badiknya sebagai sarana untuk membunuh 
korban. Jika memang benar terdakwa merencanakan untuk 
membunuh korban, maka seharusnya ketika terdakwa bertemu 
dengan korban, terdakwa tidak harus menanyakan kembali 
kepada korban untuk mengklarifikasi isu adanya warga dari 
kampung terdakwa yang merusak kebun korban. Akan tetapi, 
karena korban melakukan tindakan profokatif terhadap 
terdakwa, maka terdakwa melakukan tindakan-tindakan yang 
membuat korban meninggal dunia. 
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b. Hakim tidak mempertimbangkan kedudukan korban dalam 
perkara tersebut. Padahal diketahui bahwa korban dibunuh oleh 
terdakwa oleh sebab tindakan yang profokatif dari korban dalam 
menjawab pertanyaan baik-baik dari terdakwa. Dan bila di 
dudukan dalam tipologi korban kejahatan, peran korban adalah 
sebagai provocative victims. Akan tetapi hal tersebut tidak 
dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya bahkan 
juga tidak dimasukkan dalam hal-hal yang meringankan 
 
B. Saran – Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada 
penelitian ini adalah : 
1. Diharapkan dalam penenganan kasus seperti apa yang telah 
terjadi atau dibahas dala penelitian ini, para penegak hukum 
seperti jaksa penuntut umum dan penyidik itu sendiri untuk lebih 
memperhatikan hak asasi para terdakwa khususnya pada tahap 
sebelum pemeriksaan untuk kemudian dapat didampingi oleh 
penasihat hukum.  
2. Diharapkan bahwa Hakim untuk lebih jeli dalam melihat dan 
menganalisis suatu kasus dalam pertimbangannya yaitu dengan 
mempertimbangkan setiap kedudukan pihak yang bersangkutan 
seperti korban untuk kemudian menjadi suatu titik pertimbangan 
khusus nantinya dalam putusan majelis hakim. Serta dalam 
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penetapan putusan, hakim diharapkan untuk lebih cerdas dalam 
menentukan putusan yang tepat terkait dengan kasus yang 
sedang diadli dengan melihat beberapa pembuktian yang dapat 
menguatkan keyakinan hakim akan pengambilan dan 
penetapan suatu putusannya yang didasarkan dari dasar aturan 
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